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ABSTAK

Pengadilan Agama Bantul telah memutus perkara sengketa ekonomi syari’ah
nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama
Bantul tentang ganti rugi dan wanprestasi akad istisna’, dalam gugatannya
penggugat menggugat tergugat meminta sita jaminan atas tanah dan bangunan
milik tergugat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil,
menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong). Namun majelis
hakim memutuskan perkara ini dengan amar tidak dapat diterima dan catatan amar
mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak
berwenang mengadili perkara gugatan wanprestasi dan ganti rugi tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan
Hakim dalam memutus perkara nomor 743/Pdt.G/2020/PA.BtI?. bagaimana
tinjauan hukum formil terhadap putusan hakim nomor 743/Pdt.G/2020/PA.BtI?
dan sumber hukum Islam apakah yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus
perkara tersebut?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian
pustaka(library research), dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data
yang dilakukan adalah metode dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian ini
menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan Yuridis yang bersifat logis dan
sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari Hukum yang ada pada putusan
Pengadilan Agama Bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dihasilkan
kesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim
dalam memutus sengketa ckonomi syari’ah di Pengadilan Agama Bantul adalah
UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan perubahan pertama
Undang- Undang no 3 tahun 2006 dan dirubah dengan perubahan kedua undang-
undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, UU nomor 30 tahun 1999
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istisna’ dan pasal 181
ayat (1) HIR. Gugatan tersebut hendaknya diajukan dengan gugatan sederhana.
sumber hukum Islam yang digunakan majelis hakim adalah Al-Qur’an dan Hadist
belum menggunakan sumber hukum Islam lainnya dan putusan majelis hakim
dalam memutus perkara nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, sudah sesuai dengan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Putusan, Sengketa Ekonomi Syari’ah, Jual Beli, Akad, Istshna’



ABSTACT

The Bantul Religious Court has decided on the sharia economic dispute case
number 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. the decision issued by the Bantul Religious Court
regarding the default of the istisna’ contract, in its lawsuit the plaintiff sued the
defendant asking for collateral for land and buildings belonging to the defendant,
punishing the defendant to pay material losses, punishing the defendant to pay
forced money (dwangsong). However, the panel of judges ruled that this case was
unacceptable and the note granted the defendant's exception, stating that the
Bantul Religious Court was not authorized to adjudicate the lawsuit for breach of
contract and compensation. The formulation of the problem in this study is what is
the judge's consideration in deciding case number 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, how is
the perspective of Islamic economic law on the legal basis of judges in
determining case decisions number 743/Pdt.G/2020/PA.Btl.

The type of research carried out by the author is library research, with
qualitative methods, the data collection technique used is the documentation
method. Meanwhile, the analysis of this research uses a deductive mindset and a
logical and systematic juridical review, namely the juridical analysis process of
the Law in the decision of the Bantul Religious Court number
743/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Based on the method used in this study, it is concluded that the legal
considerations used by the panel of judges in deciding sharia economic disputes in
the Bantul Religious Court are Law No. 7 of 1989 as amended by the first
amendment to Law No. 3 of 2006 and amended by the second amendment to Law
Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, Law Number 30 of 1999
concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Fatwa of the National
Syari'ah Council number 06/DSN-MUI/1V/2000 concerning buying and selling
istisna’ and article 181 paragraph (1) HIR. The lawsuit should be filed with a
simple lawsuit. The sources of Islamic law used by the panel of judges are the
Quran and Hadith, but have not used other sources of Islamic law and the
decision of the panel of judges in deciding case number 743/Pdt.G/2020/PA.BtlI, is
in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords : Judgment, Sharia Economic Dispute, Sale and Purchase, Akad,
Istshna’
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain.
Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa
Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< ba’ B Be

o ta’ T Te

& §4° S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z h&’ H ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

R ZAl Z zet (dengan titik di atas)
J ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
L & Z zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha

] fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka




J Lam L El
N Mim M Em
O NG{n N En
9 Wawi W We
2 ha’ H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
S ya&’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
J Ditulis Nazzala
O Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah di akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
s Ditulis Hikmah
il Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki
lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

LTI S Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

ShillE’ Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal



Ditulis A
. Fathah o
Jad Ditulis Fa’ala
. kasrah Ditulis I
BL%) .
Ditulis Zukira
T Ditulis U
A dammah o
Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif Ditulis A
pH Ditulis Fala
2 | Fathah + ya’ mati Ditulis A
g Ditulis Tansa
3 | Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
Joat Ditulis Tafshil
4 | Dammah + wawu mati Ditulis U
Jsial Ditulis Usal
F. Vokal Rangkap
. Fathah + ya’ mati Ditulis Al
Ll Ditulis az-zuhaill
) Fathah + wawu mati Ditulis Au
apa| Ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

Al Ditulis A’antum
et Ditulis U’iddat
PR ot Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

Xi



olf &l Ditulis Al-Qur’an

okl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

AW Ditulis As-Sama’

el Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

s Al 5 Ditulis Zawi al-furQid
AELNUAT Ditulis Ahl as-sunnah

J.  Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awal kata sandangnya. Contoh:
o oAl 48 8 o8 (limay 54
“Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an”
K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :
1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan

sebagainya.
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2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri
Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

RS VO | [ [P
A las  Hslls Gl Jaay Gia ¥ Slsandl Bl A Caddlall ) 4 2eal
sl all ey ol pall Gl ) Jsmy cdena BY say U o by ol
Gl p g ) Gluals pendti Ga g
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya,
ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya

memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar,
Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam

menjalankan kehidupan.

Generasi bangsa ini tidak banyak yang dapat mengenyam pendidikan di
perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan.
Masih ingat rasanya pertama kali penulis ke Jogja dengan membawa seperangkat
berkas dalam sebuah tas, tidak tau banyak tentang dunia luar karena kehidupan
sehari- hari berada dilingkungan pondok. Namun demikian hal itu menjadi
motivasi sendiri buat penulis hingga akhirnya tanggungjawab akademik ini
selesai, dengan judul skripsi “Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa
Ekonomi Syari’ah  (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
743/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Ganti Rugi dan Wanprestasi Akad
Istisna’)”, Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat
yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu

Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan
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BAB I
PENADAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta perkembangan zaman yang
semakin maju, membuat masyarakat semakin bersaing dalam kegiatan sehari-hari
demi memenuhi kebutuhannya, praktek jual beli, sewa menyewa, hutang piutang
membuat perjanjian bagi hasil dan lain sebagainya banyak di temukan di kalangan
masyarakat. Meskipun akad yang digunakan sesuai dengan tuntunan syari’at
Islam, namun tidak sedikit dari mereka melakukan kejahatan dan ingkar janji,
sehingga sengketa ekonomi syari’ah bisa di katakan masalah yang kontemporer
dan sering terjadi dikalangan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan
Lembaga- lembaga Keuangan di Indonesia baik bank maupun non bank semakin
pesat. Kepesatan tersebut berimplikasi pada semakin banyaknya problematika
dan sengketa yang terjadi antara para pihak yang memiliki keterikatan akad.?
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu diselesaikan oleh lembaga yang
mempunyai kredibilitas dan berkompetensi sesuai dengan kewenangannya.

Penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah dapat dilakukan melalui litigasi
(Peradilan) atau non litigasi(di luar Peradilan). Penyelesaian sengketa ekonomi
syari’ah secara non litigasi seperti melalui Musyawarah mufakat, alternatif
penyelesaian sengketa ataupun melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional

(BASYARNAS). Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah secara litigasi menjadi

! Yukarnain harap, Kesiapan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi
syariah, Vol.20 Nomor 1 (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008), him. 112.



kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk
mengadili sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan Undang- Undang No.3
Tahun 2006 yang merupkan Perubahan dari Undang- Undang No 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, perubahan tersebut menambah wewenang
pengadilan Agama untuk menangani sengketa- sengketa yang berkaitan dengan
ekonomi syari’ah, yang menyatakan bahwa; Peradilan Agama berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf, zakat, hibah, waris,
wasiat, infag, shadagoh, perkawinan, dan ekonomi syaria’ah.?

Undang- Undang No.3 tahun 2006 merupakan produk legislasi yang
pertama kali memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk
menyelesaikan sengketa- sengketa ekonomi syari’ah. penyelesaian sengketa
Ekonomi Syari’ah yang berbentuk bank diatur dalam Undang-Undang No. 21
tahun 2008 tentang perbankan syari’ah (UUPS), pasal 55 Ayat (1) yang
berbunyi: penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dilakukan dipengadilan
dalam lingkup peradilan Agama”.

Kompetensi Pengadilan Agama dalam menerima, meriksa dan
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah diperjelas dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, putusan tersebut memberikan
penjelasan bahwa Undang- undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan
Syari’ah pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 .



Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai dampak terhadap
penyelesaian sengketa Ekonomi Syari’ah, yang sebelumnya dapat melalui
Peradilan Umum apabila telah ditentukan demikian dalam akad. Namun
adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tersebut,
penyelesaian sengketa Ekonomi Syari’ah secara mutlak adalah kewenangan
dari Peradilan Agama.

Adanya perluasan kewenangan di Peradilan Agama, menimbulkan
lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) RI no. 2 Tahun 2008°. Peraturan ini memberikan
perluasan kepada Hakim untuk menangani sengketa ekonomi Syari’ah, tidak
dibatasi hanya bidang perbangkan Syari’ah namun termasuk bidang ekonomi
syari’ah lainnya, sebagaimana penjelesan pasal 49 huruf i. Dampak perluasan
kewenangan itu membawa konsekuensi sebagai suatu tantantangan bagi
Hakim.

Pada akhirnya Hakim dituntut memahami dan menguasai aspek- aspek
hukum ekonomi syari’ah, pengetahuan Hakim tidak terlepas dari adagium ”ius
curia novit” hakim dianggap tahu seluruh hukum. Dengan demikian, hakim
tidak dibenarkan menolak dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas
sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, hakim harus
memahami hukum-hukum islam sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku

di Indonesia.*

3 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Asministrasi Badan Peradilan Agama, Buku Il, (Jakarta, Prenada
Media Group, 2013), him. 169-170.

4 Bangbang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdatadan (Jakarta: Prenada media
Group,2015), him. 4.



Pada tanggal 27 Juli 2020 Pengadilan Agama Bantul menerima gugatan
sengketa ekonomi syari’ah dengan nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. Gugatan
tersebut tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli dengan akad Istisna’. Di
dalam tuntutan perkara tersebut, Penggugat menggugat tergugat yang
merupakan direktur PT. Teguh Perkasa. Dalam gugatannya penggugat meminta
sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan baik benda
tidak bergerak maupun benda bergerak milik tergugat, khususnya tanah dan
bangunan yang berdiri diatasnya milik tergugat yang beralamat di JI. Jeruk
Legi No0.500, RT 021, banguntapan Bantul, D.l. Yogyakarta, menghukum
tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 96.300.000 (Sembilan
Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), menghukum tergugat untuk
membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu
Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan, hingga putusan ini dilaksanakan
oleh tergugat.

Adapun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah dengan amar
tidak dapat diterima dan catatan amar mengabulkan eksepsi tergugat,
menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili perkara
gugatan wanprestasi dan ganti rugi nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl,
membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara.

Sengketa ekonomi Syari’ah putusan nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl yang
diangkat kali ini adalah berkaitan dengan sengketa gugatan ganti rugi dan
Wanprestasi jual beli dengan akad Istisna’. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah, BAB I, Pasal 20 ayat 1 di jelaskan bahwa akad adalah kesepakatan

dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau



tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.> Sedangkan pada BAB V Pasal
104 bahwa Bai’ Istisna’ adalah Perjanjian yang dibuat oleh masing- masing
pihak dan bersifat mengikat serta para pihak bersepakat atas barang yang
dipesan.® Dalam arti lain jual beli dengan akad Istisna’ merupakan kontrak
penjualan antara pembeli sebagai penerima atau pemesan barang dan penjual
sebagai pembuat barang. Penjual dapat menyuruh pihak ketiga untuk membuat
pesanan sesuai spesifikasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.
Penjual dan pembeli juga bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, baik
pembayaran di awal, dengan cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang
ditentukan.’

Menurut hukum perdata umum, sumber perikatan yaitu karena adanya
hubungan hukum yang diperjanjikan, misalnya perjanjian kredit, sewa
menyewa, jual beli jual beli dan lain-lain. Dua belah pihak yang mengikatkan
diri dalam sebuah perjanjian tetapi salah satu dari keduanya tidak
melaksanakan kewajiabannya terhadap pihak yang lain, maka pihak yang tidak
melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian disebut Wanprestasi (Ingkar
Janji).® Dalam hal ini, apabila dalam akad Istisna’ terdapat wanprestasi maka
pemesan dapat melakukan pengaduan kepengadilan maupun non pengadilan
untuk membatalkan akad dan meminta pengembalian dana atau Refund,

menunggu penyerahan barang hingga tersedia, atau penjual dapat mengganti

5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum
ekonomi Syari’ah, Pasal 20.

® 1bid.

7 Muhammad Syafi’i Antonio , Bank Syari’ah: Dari teori Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), him. 113.

8 Afandi Mansur, Peradilan Agama: Strategi dan Taktik Membela Perkara di
Pengadilan Agama(Malang: Setara Press, 2009), him. 8.



dengan barang yang sejenis. Penyerahan barang kepada pembeli baik itu
kualitas barangnya lebih tinggi atau lebih rendah, penjual tidak boleh meminta
tambahan harga atau pengurangan harga.

Tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi
syari’ah di pengadilan Agama sangat tinggi, hal ini terbukti dengan banyaknya
kasus-kasus sengketa ekonomi syari’ah yang diajukan di Pengadilan Agama,
terlebih setelah keluarnya Undang — Undang No.3 tahun 2006. Namun dengan
putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl yang
menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk mengadili
perkara tersebut akan menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap Pengadilan Agama Bantul dalam menangani sengketa-
sengketa ekonomi syari’ah.

Adanya undang- undang No.3 tahun 2006, Undang- Undang nomor 21
tahun 2008 pasal 55 ayat (1) yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 dan peraturan Mahkamah Agung nomor 2
tahun 2008 memberikan kompetensi terhadap Pengadilan Agama untuk
meyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, kewenagan Peradilan Agama untuk
menangani kasus sengketa ekonomi syari’ah ini mutlak diperlukan guna
memberikan kepastian hukum, sehingga pelaku ekonomi sayari’ah tidak
merasa bingung ketika terjadi sengketa. Putusan Pengadilan Agama bantul
nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl yang menyatakan Pengadilan Agama Bantul
tidak berwenang mengadili sengketa ekonomi syari’ah tersebut menunjukkan
kurangnya kapabilitas Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan

sengketa ekonomi syari’ah.



Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis
putusan  hakim  dalam  sengketa  ekonomi syari’ah  nomor
743/Pdt.G/2020/PA.Btl. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam
penulisan skripsi dengan judul: “Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa
Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi dan Wanprestasi akad

Istisna’).”

. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara
nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang wanprestasi akad Istisna ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Formil terhadap putusan Hakim nomor
743/Pdt.G/2020/PA.BtI?

3. Sumber hukum Islam apa yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama
Bantul dalam memutus sengketa ekonomi syari’ah  nomor
743/Pdt.G/2020/PA.BtI?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari

penelitian ini yaitu;

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara
nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang wanprestasi akad Istisna’.

2. Untuk memberikan penjelasan atas tinjauan hukum formil dalam putusan

perkara nomor 743/Pdt.G/2020/PA.BtI.



3. Untuk memberikan penjelesan atas sumber hukum Islam yang dipakai
oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus sengketa Ekonomi
Syari’ah.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah;
1. Manfaat teoritis
a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah

b. Menambah wawasan masyarakat secara umum dan hakim agama secara
khusus dalam memutus sengketa ekonomi syari’ah.

c. Diharapkan memberikan manfaat dalam perkembangan ekonomi syari’ah
dan menjadi acuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
a. Dapat mengembangkan pengetahuan dan nalar berfikir penulis dalam

menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah.
b. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama.
c. Sebagai evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan undang- undang No.3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di seluruh Indonesia
E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya data pendukung yang relevan

dengan tema yang di ambil, penulis mengambil telaah Pustaka berbentuk

skripsi- skripsi terdahulu.
Pertama, Skripsi yang dibuat oleh Fitriawan Sidig yang berjudul

“Analisis kasus terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi



syari’ah di PA Bantul( Putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl) dari UIN Sunan
Kalijaga tahun 2013 . Fokus penelitian skripsi ini adalah sumber hukum yang
diambil oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa ekonomi
syari’ah. Analisis skripsi ini memberikan penjelasan bahwa sumber hukum
yang digunakan oleh Hakim adalah Yurisprudensi MA No0.2899/K/Pdt/1994,
dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang
pembiayaan akad Mudharobah. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang
digunakan oleh hakim untuk memberikan putusan tidak dapat dikatakan
sumber hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak bisa
dijadikan dasar hukum pada pertimbangan hakim, karena fatwa Dewan
Syari’ah Nasional yang digunakan Hakim tidak diangkat sebagai pendapat
Hakim.®

Skripsi Nurus Sa’adah, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi
Syari’ah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai
Keadilan) dari IAIN Surakarta tahun 2017. Dalam skripsi ini permasalahan
yang dibahas adalah sengketa Ekonomi Syari’ah yang ditangani oleh
Pengadilan Agama Surakarta sejak tahun 2013-2017. Ada tiga putusan yang
diambil oleh penulis, yaitu putusan No.0176/Pdt.G/2016/PA.Ska. Fokus yang
diambil bahwa ketiga putusan yang di analisis berdasarkan nilai-nilai keadilan.
Kesimpulan dari analisis skripsi tersebut bahwa sumber pertimbangan hukum
yang digunakan oleh Hakim adalah pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata (KUHP) dan pasal 181 Herziene Inlandsch Regiement (HIR).

Berdasarkan persepektif Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memenuhi

° Fitriawan Sidiq, “ Analisis Kasus terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa
ekonomi syari’ah di PA Bantul putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl,” Skripsi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2013), him.112.
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asas keadilan sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta
dan sudah susuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selanajutnya skripsi yang ditulis oleh Ajeriyah, “ Tinjauan Hukum Islam
Terhadap jual Beli Pesanan (Istishna) Di Malengkeri Raya Kelurahan
Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, dari Universitas Islam Negeri
Makassar, 2012. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang jual beli
dengan akad Istishna’ yang berada di Malengkeri Raya, kesimpulan dari
skripsi tersebut adalah hukum yang berlaku pada akad jual beli Al-Salam juaga
berlaku pada jual beli al- Istishna’ karena Jual Beli Al- Istishna’ merupakan
lanjutan dari akad jual beli Al-salam, perbedaannya adalah jika jual beli Al-
salam Pembayaran harus di Muka dan segera, sedangkan Jual beli Al-Istishna
bisa di muka, di akhir atau bertahap. Dan jual beli dengan akad al- Istishna
yang berada di Malengkeri Raya Kelurahan
Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah sesuai dengan kaidah-
kaidah hukum Islam.z=

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, terdapat beberapa
pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah maupun
tentang jual beli akad Istishna’, namun belum ada peneletian yang membahas
secara spesifik tentang pertimbangan hakim di pengadilan Agama Bantul
dalam memutus sengketa ekonomi syari’ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl

tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli akad Istishna’, dari segi

10 Nurus Sa’adah, “ Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syari’ah di
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 Berbasis keadilan,” Skripsi IAIN Surakarta,
(2017), him.102.

1 Ajeriyah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) Di
Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar,” Skripsi
Universitas Islam Negeri Makassar ( 2012), him . 70.
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pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut, ketentuan huum formil

dan sumber hukum Isalamnya. Karena itulah penulis tertarik untuk meneliti

kasus ini.
No Nama Judul skripsi persamaan Perbedaan
. Fitriawan Analisis kasus Membahas Skripsi ini
Sidiq terhadap tentang meneliti
(2013) putusan hakim dasar hukum tentang putusan
dalam kasus hakim untuk dalam sengketa
sengketa memberikan akad
ekonomi pertimbanga Mudlarobah,
syari’ah di PA n dalam dan lebih
Bantul memutus kepada
(Putusan sengketa Yurisprudensi
No.0700/Pdt.G/ ekonomi MA
2011/PA.BtlI) syari’ah di No0.2899/K/Pdt/
pengadilan 1994 dan fatwa
Agama Dewan
Bantul. Syari’ah
Nasional No.
07/DSN-
MUI/V1/2000
No Nama Judul Skripsi Persamaan Perbedaan
2 Nurus Analisis pembahasan Peneletian
Sa’adah Putusan Hakim Dalam skripsi ini
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Makassar”

(2017) Dalam Perkara skripsi ini berfokus pada
Ekonomi adalah nilai- nilai
Syari’ah di tentang keadilan dalam
Pengadilan pertimbanga petimbangan
Agama n Hakim putusan hakim
Surakarta dalam
Tahun 2013- memutus
2017 (Berbasis sengketa
Nilai Keadilan) ekonomi

syari’ah
No Nama Judul Skripsi Persamaan Perbedaan
3 Ajeriyah Tinjauan Persamaan Tidak

(2012) Hukum Islam dalam membahas
Terhadap jual skripsi ini pertimbangan
Beli Pesanan adalah hakim  dalam
(Istisna’) Di bentuk akad putusan nomor
Malengkeri yang saya 743/Pdt.G/2020
Raya teliti yaitu /PA.Btl, dan
Kelurahan jual beli tinjuannya
Mangasa akad secara hukum
Kecamatan ishtishna formil dan
Tamalate Kota Islamnya

F. Kerangka Teori
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1. Tujuan Hukum

Hukum mempunyai tujuan untuk menciptkan masyarakat yang tertib dan
melindungi semua kepentingan yang bersifat hakiki. Dalam mencapai tujuan
tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan,
membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta
memelihara kepastian Hukum?2

Terkait tujuan Hukum ada beberapa teori yang dapat menejelaskan,
pertama adalah teori etis, teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah
keadilan. Isi dari hukum tersebut ditentukan oleh keyakinan etis kita tentang
adil dan tidak, yang pada intinya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan.
Kedua teori utilitis, yaitu teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah
memberikan kebahagiaan, dapat dikatakan menurut teori ini hukum harus
mampu memberikan manfaat dan mengahsilkan kesenangan serta kebahagiaan.
Yang ketiga adalah teori campuran, yang menyatakan bahwa tujuan hukum
adalah menciptakan keadilan dan ketertiban®?

Salah satu konsep yang fundamental dalam Islam adalah konsep maqosid
syari’ah, konsep ini menegaskan bahwa Islam datang untuk memelihara dan
mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Adapun inti dari konsep magosid
syari’ah adalah menolak kemudaratan dan mendatangkan kebaikan ( Dar’u Al-
Mafasid wa Jalb Al- Masalih).

Secara garis besar, teori maqosid syari’ah digambarkan oleh para ulama’

untuk berpusat pada lima pokok kemaslahatan. Yaitu: kemaslahatan agama

12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2008), him.77.

13 Ibid., him. 81.
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(Hifz Al-Din), kemaslahatan jiwa (Hifz Al-Nafs), kemaslahatan akal (Hifz Al-
Aql), kemaslahatan keturunan (Hifz Al- Nasl), dan kemaslahatan harta (Hifz
Al-Mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasikasi tersendri, yaitu tingkatan
pertama adalah primer (Dharuriyyat), kedua sekunder (Hajjiyat), ektiga tertier
(Tahsiniyyat). Dalam penetepan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat
kepentingannya manakala bertentangan dengan kemaslahatannya. Peringkat
Dharuriyyat menduduki peringkat pertama, kemudian Hajjiyat mendahului
Tahsiniyyat. Bisa diartikan peringkat kedua dilengkapi oleh peringkat ketiga
dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.'*

Dengan landasan teori tujuan hukum di atas, maka dalam konteks
penyelesaian sengketa, hukum mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat
dan keadilan bagi yang bersengketa. Hukum dimaknai sebagai alternatif yang
mampu mempertemukan manusia kembali berdamai, mendapatkan keadilan,
dan memberikan manfaat bagi para pihak setelah sengketa keduanya

diselesaikan

2. Metode Penemuan Hukum

Menurut Bangbang sutiyoso dikutip oleh pratami Wahydya Ningsih, penemuan
hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das
sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das

sein). 1° yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan

14 Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997),
him. 126.

5 Pratami Wahyudya Ningsih, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan
Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al- Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga
Studi Terhadap Putusan Nomor; 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg,” Skripsi Universitas Sebelas
Maret Surakarta, (2010), him. 19.
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atau menemukan hukumnya untuk peristiwa atau sengketa. Hasil penemuan
hukum mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam
bentuk putusan.

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang
diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa antara pihak-
pihak yang berperkara dan diucapakan dalam sidang terbuka untuk umum.®
Dalam penjatuhan perkara perdata, teori yang digunakan oleh Hakim, pada
prinsipnya sama dengan teori penjatuhan putusan dalam perkara pidana, yaitu
teori penjatuhan putusan.

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan Hukum yang dilakukan
oleh Hakim dalam praktek peradilan yaitu melalui metode interpretasi atau
penafsiran dan melalui metode konstruksi.'” Penemuan hukum menjadi bagian
pertimbangan atau Considerans suatu putusan Hakim dan menjadi
pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa Hakim mengambil suatu
keputusan tertentu.

Secara garis besar ada dua metode penemuan hukum islam yang paling
umum digunakan untuk membahas atau mengkaji suatu hukum, yaitu istinbath
dan ijtihad. Metode istinbath adalah menetapkan hukum Islam dari dalil nas,
baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah yang jelas atau gat’i. Sedangkan ijitihad
adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan jalan keluar atas suatu
kasus hukum yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas. ljtihad meliputi Ijma’,

Qiyas, Istislah atau Al- maslahah Al-Mursalah, Istihsan, istishab dan al-U 'urf.

6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, ( Jakarta: Kencana,2006), him. 292

17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Proresif,
(Jakarta: Sinar Grafika), him. 124.
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3. Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah
Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dapat dibedakan menjadi beberapa
macam, antara lain yaitu:

a. Adjudikatif
Penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif ditandai dengan pengambilan
keputusan oleh pihak ketiga dalam sengketa yang berlangsung diantara para
pihak, pihak ketiga dapat bersifat sukarela atau tidak. Penyelesaian dengan cara
ini umumnya menghasilkan putusan yang bersifat Win-Lose Solution.

b. Konsensus atau kompromi
Penyelesaian sengketa secara konsensual ditandai dengan penyelesaian
sengketa secara kooperatif untuk mencapai solusi yang bersifat Win-Win
Solution. Kehadiran pihak ketiaga kalaupun ada tidak dapat mengambil
keputusan, termasuk dalam hal ini adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

c. Quasi Adjudikatif
Mekanisme penyelesaian sengketa dengan metode ini adalah kombinasi
antara konsensual dan adjudikatif, termasuk dalam mekanisme ini antara lain
adalah Med-arb, Mini Trial, Ombudsman, dan lain- lain, penyelesaian dengan
model ini sering disebut sebagai Adjudikasi semu.

d. Kompetensi Absolut
Selain yang disebut di atas, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dibedakan
menjadi dua, yaitu melalui litigasi dan non litigasi sesuai dengan kompetensi
absolutnya, penyelesaian sengketa Ekonomi Syari’ah melalui litigasi sesuai
dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 dijelaskan bahwa

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan
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dibawahnya, badan peradilan yang dimaksud adalah peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer dan PTUN.® Namum peradilan Peradilan Agama
yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi
Syari’ah.

Mekanisme non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui
jalur di luar pengadilan, mekanisme ini dipilih sebagai jalan untuk menemukan
hasil yang yang bersifat Win- Win solution. Penyelesaian dengan non litigasi
dapat melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Badan Arbitrase
Syari’ah Nasional (BASYARNADS).

Kewenagan Absolut BASYARNAS untuk menangani sengketa ekonomi
syari’ah sesuai dengan Undang-Undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 3 disebutkan bahwa Peradilan
Negeri (Agama) tidak berwenang untuk menangani sengketa yang telah terikat
dengan perjanjian Arbitrase.

4. Gugatan sederhana (Small Claim Court)

Gugatan sederhana adalah penyelesaian sengketa secara litigasi dengan nilai
gugtan materiil maksimal Rp. 500.000.000.00 ( Lima Ratus Juta Rupiah).
Ketentuan-ketentuan dan tata cara gugatan sederhana diatur dalam PERMA
no 4 tahun 2019 yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian
perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya
PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan
diadopsi dari sistem peradilan small claim court yang salah satunya
diterapkan di London, Inggris.

Syarat- syarat gugatan sederhana antara lain:

18 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2
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a) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat
yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan
hukum yang sama.

b) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat
diajukan gugatan sederhana.

c) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah
hukum Pengadilan yang sama.

d) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap
persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*®

Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili oleh kuasa hukum atau advokat
seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak
(penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung
ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa
advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma no 4 tahun 2019 ada frasa “dengan atau
tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat
atau tidak.

Penyelesaian Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim
tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan diputus dalam tenggang
waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama.

Dengan demikian penulis mengumpulkan data semaksimal mungkin
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kerangka teoritik di

atas, problematika yang diangkat dalam penulisan skripsi ini bisa menemukan

19 Briyan A. Garner, Blacks’s Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publishing
2004, St. Paul dalam jurnal Efa Laela Fakhirah, “Mekanisme Peradilan Sederhana, cepat dan
biaya ringan”, Vol 25 No. 2, Juni 2013, him. 264.
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jawaban sesuai harapan, dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab

selanjutnya.

. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan kontruksi dan analisa,
dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis adalah
berdasarkan suatu sistem, metodologis berarti sesuai dengan cara atau metode
tertentu, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal- hal yang bertentangan
dalam suatu kerangka tertentu®. Dalam arti lain metode penelitian merupakan
langkah- langkah yang efektif dan efesien untuk mencari dan menganalisis data
dalam rangka menjawab masalah.

Lazimnya dalam penelitian, data yang diperoleh langsung dari
masyarakat disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic data).
Data primer diperoleh dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat,
melalui penelitian. Sedangkan data-data yang mencakup dokumen- dokumen
resmi , buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan

seterusnya disebut data skunder (secondary data).?

Penulis menggunakan metode penelitian yang berisi beberapa hal
berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini , penulis menggunakan jenis penelitian Pustaka

(Library Research), dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitiannya

20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 42.

21 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UIPres,2010), him. 11.
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adalah putusan nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, tentang sengketa ekonomi

syari’ah wanprestasi jual beli akad istishna’.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat
deskriptif analitis, dengan mendasarkan pada data primer sebagai data
utamanya serta mengkomparasikan teori- teori dengan fakta di lapangan,
setelah data terkumpul penulis mendiskripsikan proses penyelesaian perkara

dan menganalisanya.

3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka

atau data skunder, dan mencakup bahan hukum primer serta tertier.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan metode ini adalah
mengidentifikasi data- data primer dan sekunder.

Diantara dokumen yang penulis peroleh adalah salinan resmi berkas
putusan nomor: 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Bantul, selain itu, penulis juga mengumpulkan Undang- Undang,
skripsi maupun tesis, jurnal dan buku yang masih ada relevansinya dengan

objek penelitian.

5. Analisis Data
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Setelah data- data terkumpul dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahap
analisis data. Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik
analisis yang penulis gunakan adalah metode silogisme dan interpretasi dengan
menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan
sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan
Pengadilan Agama Bantul Nomor: 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. untuk mengetahui
pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara Nomor:
743/Pdt.G/2020/PA.Btl , tinjauan hukum formil dari putusan pengadilan

tersebut, dan sumber hukum Islam yang digunakan.

. Sistematika Penulisan
Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini terarah, maka perlu
digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima BAB, adapun susunannya
adalah sebagai berikut;

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang
sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian tujuan dan manfaat
penulisan skripsi, dilanjutkan kajian pustaka untuk menginformasikan bahwa
permasalahan yang dteliti belum pernah diteliti orang lain, selanjutnya
metodologi peneletian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan pengembangan landasan teori tentang Tinjauan
Umum Bai’ lIstisna’, Wanprestasi Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syari’ah.

Bab ketiga berisikan gambaran umum putusan Pengadilan Agama Bantul
nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, memuat tentang duduk perkara, Pertimbangan

Hakim, Putusan dan dasar hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut.
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Bab keempat merupakan pembahasan secara menyeluruh dari hasil
penelitian, berisi analisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus
sengketa ekonomi syari’ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, Analisis ketentuan
formil dan analisis sumber hukum Islam

Bab kelima merupakan penutup dari penulisan ini. Penulis akan membuat
suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi

jawaban dari pokok masalah serta dilengkapi dengan saran-saran



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan- pembahsan dan analisis putusan Pengadilan Agama
Bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli
akad Istisna’, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus
sengketa ekonomi syari’ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang ganti rugi dan

wanprestasi jual beli akad Istisna’ adalah:

a. Pertimbangan Kompetensi Absolute (Exceptio Declenatoir), karena dalam
akadnya menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan seclama jual beli akad
Istisna’ berlangsung, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya
secara kekeluargaan dan mufakat dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum
syara’, dan dalam tidak tercapai mufakat dalam penyelesaian, bersepakat untuk

menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menjadi Hakim”

b. Pertimbangan Majelis Hakim tentang Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) nomor 06/DSN-MUI/1V/2000. Ketentuan DSN
dalam fatwanya antara lain mengatur tentang pembayaran, ketentuan barang dan
ketentuan lainnya. Ketentuan lain dalam fatwa DSN tersebut dalam angka 3,
menyebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika

terjadi persisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

72
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melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam

musyawarah.

2. Apabila ditinjau dari hukum formil, putusan Pengadilan Agama Bantul nomor
743/Pdt.G/2020/PA.Btl, sudah sesuai. Akan tetapi dalam pertimbangannya
menurut penulis kurang tepat, karena majelis Hakim menjadikan Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia nomor 06/DSN-MUI/IVV/2000
sebagai alasan ditolaknya perkara tersebut. Seharusnya yang menjadi
pertimbangan adalah Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

alternatif penyelesaian sengketa.

Gugatan nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl bisa diajukan dengan gugatan
sederhana dan selesaikan dengan ketentuan gugatan sederhana sesuai PERMA no

4 tahun 2019.

3. Sumber hukum Islam yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul
dalam memutus sengketa ekonomi Syari’ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl
menggunakan Al- Qur’an dan Hadist dan belum menggunakan hukum Islam lain
seperti Al- Maslahah Mursalah, Istihsan, istishab, ‘urf. Meskipun Al-Qur’an dan
Hadist belum terlalu gamblang memaparkan tentang ekonomi syari’ah, akan tetapi
dapat dilengkapi dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan sumber hukum lain yang

dapat dijadikan pijakan.

. Saran

1. Bagi para pihak ( Penggugat dan tergugat) sebelum sengketa antara keduanya

berlanjut ke tingkat pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, hendaknya
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ditingkat mediasi memaparkan dengan jelas duduk perkara serta klausul akad
yang disepakati antara kedua belah pihak.

2. Bagi penggugat dan kuasa hukumnya sebelum sengketanya diajukan,
hendaknya lebih selektif dan lebih teliti dalam memilih lembaga untuk
menyelesaikan sengketanya, serta memahami klausul akad penyelesaian sengketa
yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.

3. Bagi penggugat hendaknya gugatan tersebut diajukan dengan gugatan
sederhana.

4. Sebagai dasar pertimbangan putusan, Majelis Hakim dalam memutus sengketa
ini seharusnya menggunakan dasar hukum yang lebih tinggi kedudukan
hirarkinya.

5. Majelis Hakim seharusnya lebih teliti dalam menginterpretasikan sumber

hukum untuk diterapkan, sehingga sesuai dengan keadaan yang konkrit.
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